
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.289, 2017 KEMENHUB. Statuta PKTJ. Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  INDONESIA 

       NOMOR PM 14 TAHUN 2017 

TENTANG  

STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, 

dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di 

lingkungan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, 

perlu membentuk Statuta  Politeknik Keselamatan 

Transportasi Jalan; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perhubungan Republik Indonesia tentang Statuta 

Politeknik  Keselamatan Transportasi Jalan; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 4286); 

2.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4586); 

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5025); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5336); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4496); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4844); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang 

Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5310); 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.289 
-3- 

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman 

Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi 

Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Pusat 

Pemerintah Nonkementerian; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 

2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang 

Diselenggarakan oleh Pemerintah; 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas 

pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 466); 

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253); 

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi 

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 1670); 

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687); 

20. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1952); 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012); 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 

Keselamatan Transportasi Jalan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 274); 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 

Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 913); 

24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian 

Perguruan Tinggi; 

25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 

Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Publik; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG STATUTA POLITEKNIK KESELAMATAN 

TRANSPORTASI JALAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan yang selanjutnya 

disingkat PKTJ adalah  perguruan tinggi di lingkungan 

Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan program 

pendidikan vokasi, dan dapat menyelenggarakan pendidikan 

profesi. 

2. Statuta PKTJ adalah peraturan dasar pengelolaan PKTJ yang 

digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan 

prosedur operasional di PKTJ. 

3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang 

diselnggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan 

kebudayaan bangsa Indonesia. 

4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program 

diploma yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan 

keahlian terapan tertentu sampai jenjang program doktor 

terapan. 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

melalui pendidikan, penelitian, dann pengabdian kepada 

masyarakat.  

 

www.peraturan.go.id


